
 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

NOMOR 105 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL 
TAHUN 2014-2039 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kententuan dalam Pasal 7 ayat 
(3) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Tahun 
2014-2039. 

   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 
jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 827); 

3. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4749); 

  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

SALINAN 



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 

Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 58); 

  7. Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Repunlik 

Indonesia Nomor Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan 

Pengelolaam Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil; 

  8. Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Repunlik 

Indonesia Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan 

Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil; 

  9. Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Repunlik 

Indonesia Nomor Per.08/Men/2009 tentangPeran Serta 

dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA 

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU 

KECIL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014-

2039. 

 

Pasal 1  

(1) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir san Pulau Pulau Kecil (RPWP3K) 

Tahun 2014-2039 sebagai pedoman bagi Daerah dalam melaksanakan 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil dengan jangka waktu 

selama 25 (dua puluh lima) tahun. 

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPWP3K sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) setiap 5 (lima) tahun sekali.  

Pasal 2  

(1) Sistematika RPWP3K Tahun 2014-2039 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

BAB II : Gambaran Umum Wilayah Pengelolaan 



BAB III : Pendekatan dan Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan 

BAB IV : Kerangka Kebijakan dan Prosedur Administrasi Pengelolaan 

wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 

BAB V : Pemantauan dan Evaluasi 

(2) RPWP3K Tahun 2014-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang Merupakan Bagian tidah 

Terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Tujuan penyusunan  Peraturan Gubernur sebagai pedoman pelaksanaan Jaga 

Warga bagi masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 3  

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

 Ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal 23 Januari 2015 

 
GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TTD 
 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 23 Januari 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 

TTD 
 

ICHSANURI 
 

 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 106 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM,  

 
                     ttd 

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001 
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